
BABI 

PENDAHULUAN 

A. La tar  Belakang Masalah 

Secara wnum Sewa Guna Usaha aninya Eq11ipment fimdini(, yaitu 

pembiayaan peralatanl barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu 

perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian leasing 

menurut surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan 

dan lndustri Republik Indonesia No. KEP 122/MKIJV/2/1974, Nomor 

32/WSK/2/1974, dan Nomor .30/KPB/111974 tanggal 7 Februari 1974 "Leasing 

ndalah perjanjian antara lessor dan lessee untuk menyewa sesuatu alas banmg 

modal tertentu yang dipilih/ditentukan oleh les�·ee. Hak pemilikan barang modal 

tcrsebut ada pada lessor sedangkan lessee hanya menggunakan barang modal 

tcrsebut berdasarkon pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam jangka 

\\aktu tertentu". 

Selama ini banyak para pengusaha atau investor lebih memilib 

pcnggunaan leasing sebagai altcmatif pembiayaan, dikarenakan fleksibilitas dan 

proses persetujuan yang lebih cepat serta adminstrasi yang lebih mudah 

dibandingkan pengarnbilan kredit dari perbankan. Jarang investor atau perusahaan 

melihat ke arah manfaat tleksibilitas d&lam perencanaan perpajakan yang pada 

aJ...himya akan memberikan keuntungan dan meningkntkan kekayaan investor atau 

perusahaan terutama umuk pernbinyaan yang bersifat jangka panjang (misalnya 

amara 4 dan 5 tahun). Bila perusahaan atau investor mengambil kredit pada 
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peibaukan, maka pelUS8baan tersebut Ibn membeti aktiva tdapnya secara tunai 

dati dana pc:rbankan lenebul. 

Menurut Perabnn Ptmaint.da No. 138 Tahun 2000 tentang biaya yang 

diijinkan Undang-Undang Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto (biaya 

!NdM.ktibeV !Ndlit:tibk Cc.rl) berdasartan pada. biaya yang dapM dikurangkan 

(deductible upensu) dari pendapalan adalah biaya dcpresiasi aktiva letap tersebut 

serta biaya bunga yang dibayadcan kepada bank. Namun umur dan cara 

penyusutan aktiva tdap tersebul barns mcngikuti pe• atwan perpajakan yang 

berlaku sehingga biaya depresiasi yang bisa dikurangkan dari pendapatannya 

tidak bisa diatur oleb perusahaan tersebut tapi mcngilcuti aturan perpajakao. 

Sedangkan untuk leafing sendiri, peraturan perpajakan di Indonesia 

menenn•kan babwa scmua biaya yang dibayarkan ltt:pada perusahaan tearing 

daJaJn satu tabun fiskaJ dapat dikurangkan dari pendapalan perusahaan tanpa 

melibat bahwa di daJarn pembayaran tetscbut terdapet unsur cicilan polcok selain 

pcmbayatan bunga. Hal ini k:arcna peraturan perpejakan di Indonesia melihat 

tearing ini sebagai mumi perjanjian sewa menyewa tanpa melihat adanya opsi 

kepemililcan pada akbir periode kosing (Capiro/ Leare). Jadi walaupun pada 

umumnya perjanjian tearing di Indonesia adalah bcrbcntuk "capital leare", tapi 

peratwan perpajakan melihalnya sebagai "opuatitJnal kare". 

Dengan siSICm perpajakan sepel1i ini, maka investor atau perusahaan akan 

memiliki Oeksibilitas dal.am perenc:anaan perpajakan bila memilih pembiayaan 

aktiva tetapnya melalui fasilitas kosing. Hal ini bisa ICijadi lwcna perusabaalt 

bisa mengatur besamya pembayaran fearing yang akan dilakukan dalant satu 
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